
100 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pelaksanaan fungsi legeslasi, aspirasi dan pengawasan terhadap 

Pemerintahan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang 

peneliti tidak dapat menemukan terkait keberhasilan peran BPD Desa 

Supiturang dalam pelaksanaan  dalam menjalankan fungsinya, sehingga dari 

hasil peneliti ini peneliti menemukan faktor-faktor pengaruh peran yang 

menjadi terhambatnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Supiturang, adapun 

ketiga fungsi diantaranya: 

1) Legislasi peraturan desa. 

2) Menggali dan menampung aspirasi masyarakat 

3) Pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Dari beberapa data terkait ketiga fungsi diatas yang peneliti 

paparkan pada pembahasan Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BPD 

Desa Supiturang masih terlihat non-aktif dengan dibuktikan tidak adanya 

program kerja yang dilaksanakan, sehingga masih perlu adanya inovasi-

inovasi yang harus diterapkan dan dikembangkan dari kedua pihak baik dari 

Kepala Desa maupun dari ketua BPD untuk membangkitkan peran dari 

tugas dan fungsi BPD Desa Supiturang. 

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat peran terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Supiturang diantaranya: 

1) Kurangnya komunikasi internal BPD. 
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2) Kurangnya koordinasi dalam kemitraan antara Pemdes 

Supiturang dengan BPD. 

3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk BPD. 

4) Tidak adanya pelatihan khusus kepada BPD terkait pelaksanaan 

fungsi dan tugas BPD. 

5) Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan 

fungsi BPD, sehingga tidak adanya kritikan atau teguran yang 

masuk dari masyarakat. 

6) Rendahnya pendidikan dalam perekrutan anggota BPD dan usia 

yang menua. Sehingga mempengaruhi masa produktif dan 

kreaktifitas SDM BPD. 

5.2.  Saran 

Setelah kita membahas hasil penelitian diatas, berdasarkan 

banyaknya indikator yang menjadi terhambatnya peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya yakni fungsi 

legeslasi peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa. Maka dari peneliti ada beberapa catatan atau 

saran bagi semua pihak tentang peran BPD Desa Supiturang Kecamatan 

Pronojiwo Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut. 

 

Pertama, kepada Pemerintah Daerah peneliti mengharapkan atau 

menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi baru melalui 

program-program pemahaman kebijakan yang telah dikeluarkan yang 

mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga 
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dalam hal ini Pemerintah Daerah terkesan memperhatikan akan 

Pemerintahan Desa, dan juga secara tidak langsung BPD mendapatkan 

pembinaan dan pengawasan akan tugas dan fungsinya. 

Rekomendasi Inovasi:  

Memberikan pemahaman melui program-program pelatihan setelah 

dilantiknya BPD atau setelah SK Kepengurusan ditetapkan. Karena 

yang peneliti dapatkan setelah dibentuknya BPD tidak adanya 

sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada BPD, hal ini 

dibuktikan dengan tidak fahamnya tugas dan fungsi dari SDM BPD 

serta adanya format struktur yang dibuat BPD Desa Supiturang tidak 

sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD 

dan BAB IV tentang Kelembagaan BPD. 

Kedua, BPD Desa Supiturang diharapkan lebih dapat memahami dan 

mengetahui terkait kebutuhan yang ada ditengah-tengah masyarakat 

terutama dalam hal menampung aspirasi, baik aspirasi dalam legislasi 

peraturan desa maupun aspirasi yang sifatnya kritikan atau masukan 

terhadap kinerja Kepala Desa Supiturang karena hal ini dapat digunakan 

sebagai evaluasi ataupun inovasi bagi Pemerintah Desa Supiturang. 

Rekomendasi Inovasi:  

Dengan tidak adanya kantor sekretariat yang dimiliki BPD, 

seharusnya BPD tetap dapat menjalankan fungsinya dengan 

beradabtasi kepada masyarakat lebih-lebih fungsi aspirasi, hal ini 

dapat dilakukan dengan JEMBOL (Jemput Bola) dengan 

memanfaaatkan poskamling pada setiap RT yang telah dibangun 
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sebagai rumah untuk curhat masyarakat dan penampungan aspirasi 

masyarakat. Sehingga dari penampungan aspirasi melalui pos 

kamling dapat diteruskan kepada pemerintah desa untuk 

disampaikan kepada kepala desa. 

Ketiga, kepada Pemerintah Desa agar lebih memahami terkait sarana 

prasarana berupa fasiltas yang belum ada atau kurang memadai seperti 

halnya balai dusun, kantor sekretariat BPD dan lain sebagainya sehingga 

dapat dipergunakan untuk BPD, karena dalam hal ini akan menjadi faktor 

pendukung BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Rekomendasi Inovasi:  

Sebagai lembaga yang menerima anggaran dari APBN melalui 

adanya Dana Desa, sebaiknya Pemerintah Desa Supiturang tidak 

hanya mementingkan pembangunan bidang pendidikan, pertanian, 

insfratuktur dan lain sebagainya, akan tetapi juga memperhatikan 

kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa seharusnya juga diberikan 

fasilitas berupa sarana yang memadai, lebih-lebih fasilitas kantor 

sekretariat yang belum dibangun dan belum dimiliki oleh BPD Desa 

Supiturang.  
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